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Misi 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
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Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)

Bagian 1 dari 5 bagian

SS1: Penataan Lingkungan Baik

Meningkatnya kualitas air dan udara

Terwujudnya penataan lingkungan
hidup

IK: (1) Persentase kecukupan
instrumen penataan lingkungan di
Sumbar. (2) Persentase pemanfaatan
instrumen penataan lingkungan

Perencanaan lingkungan baik

IK: Persentase jumlah dokumen
perencanaan lingkungan yang disusun
menurut kaidah dan ketentuan

Perizinan lingkungan baik
IK: Jumlah izin yang diterbitkan
sesuai SOP

Valuasi ekonomi lingkungan baik

IK: Jumlah instrumen ekonomi
lingkungan yang diaplikasikan

Ketersediaan peraturan pelaksana
dan juknis perencanaan baik

IK: jumlah Peraturan Pelaksanaan dan
Petunjuk teknis yang diterbitkan sesuai
dengan perda LH

Sinergitas dengan dokumen
perencanaan lain baik

IK: jumlah dokumen perencanaan
lingkungan yang telah mengacu
kepada dokumen perencanaan lainnya

Ketaatan terhadap NSPK perizinan
baik
IK: 1) Persentase KPA Amdal Kab/kota

yg menjalankan NSPK dalam penilaian
Amdal

(2) Persentase instansi LH Kab/kota yg
menjalankan NSPK dalam
pemeriksaan UKL-UPL atau lainnya
yg setara

Ketersediaan instrumen dan
mekanisme valuasi baik

IK: jumlah instrumen dan
mekanisme insentif / disinsentif
yang dikembangkan

Ketersediaan dokumen
perencanaan baik

IK: jumlah dokumen perencanaan LH
yang disusun berdasarkan kewajiban
yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan LH dan berdasarkan
kebutuhan spesifik daerah
(prov/kab/kota)

Kualitas dokumen lingkungan
sebagai dasar penerbitan izin
lingkungan baik

IK: Persentase dokumen lingkungan
sebagai dasar penerbitan izin
lingkungan yg teruji mutunya

Regulasi dalam rangka pelaksanaan
baik
IK: jumlah peraturan yang disusun
sebagai dasar hukum pelaksanaan
valuasi ekonomi lingkungan

Koordinasi lintas sektor baik

IK: jumlah kesepakatan antar

daerah/instansi dalam rangka

implementasi valuasi ekonomi
lingkungan




Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)

Bagian 2 dari 5 bagian

S$S2: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Baik

Meningkatnya kualitas air
dan udara

Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
hidup

IK: Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan
lingkungan
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IK: 1) Persentase peningkatan jumlah
media / objek yang diawasi sesuali
NSPK; 2) Persentase pemenuhan
akreditasi laboratorium

Penerapan supremasi hukum baik

IK: Persentase ketaatan pemilik usaha
dan/atau kegiatan terhadap hukum
lingkungan

IK: 1) persentase media lingkungan yang
dapat ditingkatkan fungsinya; 2)
Persentase sampah yang dikelola di TPA
regional dari keseluruhan sampah yang
masuk

Pemenuhan NSPK baik

Ketersediaan regulasi baik

IK: Jumlah aturan pelaksanaan
pengelolaan lingkunan yang
ditetapkan

Pembinaan hukum baik
IK: Persentase implementasi izin
lingkungan, IPPLH, dan peraturan
perundang-undangan LH yang

Pemulihan pada media lingkungan
rusak/tercemar optimal

IK: jumlah lokasi/media lingkungan
yang dipulihkan

Upaya pencegahan degradasi
lahan baik

IK: Jumlah lahan yang diidentifikasi
rusak dan ditindaklanjuti dengan

IK: persentase kecukupan
NSPK dari kebutuhan
pengawasan sesuai ketentuan
(Perda, dan peraturan lain yang

lebih tinggi)

Kualitas dan kuantitas PPLH
baik

sesuai dengan ketentuan

upaya pencegahan

IK: 1) Rasio jumlah PPLHD yang

dikukuhkan dengan jumlah objek
yang harus diawasi 2) % pemilik
usahalkegiatan yang diawasi

‘ oleh PPLH yang taat

Penerapan teknologi pengelolaan

Penegakan hukum baik

IK: Persentase kasus lingkungan

hidup yang diselesaikan sesuai SOP ‘ limbah B3 dan non B3 baik

IK: 1) usaha / kegiatan yang
memenuhi baku mutu limbah non B3
2) jumlah usaha / kegiatan yang
mengelola LB3; 3) Jumlah kegiatan /
kelompok masyarakat yang
mengaplikasikan 3R sampah; 4)
Persentase pengelolaan tempat

Cakupan pemantauan sumber
dan media baik

IK: 1) % media lingkungan yang
dipantau; 2) % sumber yang
dipantau; 3) % pemenuhan
pemantauan UKL-UPL; 4) %

sampel yang dapat diuji sesuai

NSPK

Kualitas dan kuantitas PPNS baik
IK: 1) Jumlah PPNS LH yang
berkompeten 2) % kasus pidana

yang memiliki kekuatan hukum tetag
(inkrah) sesuai kasus yang ditangani

pemprosesan akhir sampah regional
sesuai SOP/NSPK




Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)

Bagian 3 dari 5 bagian

$S3: Pemeliharaan / Konservasi Lingkungan Baik

Meningkatnya kualitas air dan udara

Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan /
konservasi lingkungan hidup
IK: : Persentase peningkatan upaya-upaya
pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria

Penetapan kawasan konservasi / pemeliharaan baik Pengendalian mutu lokasi konservasi /

IK: : Jumlah ki lih HiEEhE pemeliharaan baik
: - Jumlah kawasan pemeliharaan yang ditetapkan _ . . .
dengan SK Gubernur / Bupati / Walikota IK: Jumliah 'Okgg 52'2532232?.2 e dengan

Kelembagaan pengelolaan lokasi pemeliharaan baik
IK:

Pemetaan baik
IK: jumlah pemetaan sesuai kriteria

Persentase pengelolaan kawasan
pemeliharaan sesuai SOP/NSPK

Koordinasi dengan pihak terkait baik
IK: jumlah MoU pemeliharaan kawasan yang dihasilkan

Kualitas / design model pemeliharaan baik
IK:

jumlah design / model pemeliharaan yang
dikembangkan yang memenuhi standar mutu




Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)

Bagian 4 dari 5 bagian

SS4: Kapasitas dan Peranserta Stakeholders Baik

Meningkatnya kualitas air dan udara

Meningkatnya kapasitas dan peranserta
stakeholders

IK: Persentase peningkatan jumlah
masyarakat/kelompok masyarakat /
lembaga yang berperan aktif dalam
program penyelamatan lingkungan

Tingkat pemahaman dan kesadaran
stakeholders baik

IK: Jumlah program/gerakan
penyelamatan lingkungan/kelompok
masyarakat yang berpartisipasi secara
swadaya dalam penyelamatan
lingkungan

Fasilitasi dan dukungan iklim dari

IK: Jumlah instrumen pemberdayaan yang

pemerintah baik

digunakan

Ketersediaan mekanisme
penyebarluasan informasi dan publikasi
lingkungan kepada stakeholder baik

IK: 1) Jumlah sarana / prasarana
penyebarluasan informasi; 2) jumlah
kegiatan kampanye lingkungan

Iven-iven stimulan baik

IK: jumlah iven lingkungan yang
diselenggarakan secara berkala

Mekanisme penghargaan / reward baik

IK: 1) Jumlah stakeholder yang diberikan
penghargaan; 2) Persentase keberlanjutan
kiprah peraih penghargaan lingkungan

Pengarusutamaan isu LH pada program
dan kegiatan stakeholders lain baik

IK: 1) Jumlah stakeholders yang
mengintegrasikan program LH dalam
program sektoralnya; 2) jumlah tenaga

Ketersediaan pilot project / percontohan
yang berkelanjutan baik

IK: : jumlah percontohan atau pilot project
percontohan yang dapat dijadikan rujukan

penyuluh sektor yang dibekali ilmu

L lingkungan |

Ketersediaan sarana prasarana
pendukung pengelolaan lingkungan di
masyarakat baik

IK: Persentase kecukupan sarana/
prasarana pengelolaan lingkungan




Indikator Kinerja per Sasaran Strategis (SS)

Bagian 5 dari 5 bagian

SS4: Tata Kelola Organisasi Baik

Meningkatnya Kinerja
Organisasi

Meningkatnya tata kelola organisasi |
IK: Nilai evaluasi AKIP OPD

|
| ! Kualit nat haan I
- Kualitas pelayanan interal - kaefjgr? :nagzﬁ( - Pengawasan internal baik
Kualitas perencanaan dan baik 9 9
pelaporan baik - IK: Persentase berkurangnya IK: Persentase berkurangnya
IK: 1) Persentase terlr}fégallgglgatallr(]‘;‘r)]uiﬁf:r?]al kesalahan hasil verifikasi temuan inspektorat
kesesuaian dokumen orggnisasi keuangan
perencanaan dan
penganggaran; 2)
Persentase ketepatan waktu Pengelolaan administrasi Temuan inspektorat
penyampaian laporan Ketersediaan data pegawai keuangan baik ditindaklanjuti dengan baik
. akurat e I_K: Pers_entase _SPJ yang | ™ IK: Persentase temuan
IK: Persentase ketersediaan disampaikan paling lama 5 inspektorat yang dapat
data kepegawaian hari setelah bulan berkenaan ditindaklanjuti
Penyampaian dokumen
perencanaan (Renstra, RKT,
PK) dan pelaporan tepat . -
waktu Pengelolaan sarana / Kesesuaian Jumlah pejabat yang mengisi
___ IK: 1) jumlah dokumen prasarana baik pertanggungjawaban LHKPN/LHKASlN baik
perencanaan yang IK: 1) Persentase BMD keuangan dengan baik . IK: Persentase pejabat OPD
disampaikan tepat waktu; 2)| =1  dalam kondisi baik; 2) | IK: 1) Persentase SPJ yang yang mengisi dan
jumlah dokumen pelaporan Persentase pemenuhan administrasinya lengkap; 2) menyampaikan
yang disampaikan tepat kebutuhan sarana prasarana Persentase SPJ yang sesuai LHKPN/LHKASN
waktu pendukung kinerja dengan aturan
penatausahaan keuangan
Kualitas pellapo.ran.kmerja Pelayanan administrasi
organisasi baik kepegawaian baik
IK: nilai pelaporan kinerja || |K: Persentase usulan
yang dievaluasi oleh kenaikan pangkat, pensiun,
inspektorat KGB yang diproses tepat
waktu
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